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KERINGANAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN PROVINSI DKI JAKARTA  
 

 

Sumber gambar : www.pikiran-rakyat.com 

 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan kebijakan lanjutan mengenai insentif 

fiskal daerah tahun ini melalui skema keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi 

administrasi. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI 

Jakarta No 104 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 tentang Insentif Fiskal 

Tahun 2021 dan berlaku sampai 31 Desember 2021. 

Program pemutihan denda PKB ini pun sudah berlangsung dari tanggal 14 Desember 

2021. Dalam Pergub itu sanksi denda keterlambatan pajak dihapus, seperti BPHTB, Reklame, 

PBB, dan PKB. Dalam aturan tersebut ada penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang 

timbul akibat keterlambatan pembayaran pokok pajak diberikan kepada wajib Pajak yang 

melakukan pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021 dan tahun pajak 2021 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati mengatakan, insentif ini sebagai 

bentuk upaya pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi Covid-19. Adapun keringanan dan 

penghapusan sanksi administrasi salah satunya berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).  

Ketentuannya sederhana, pada nominal pokok PKB tahun 2021, diberikan keringanan 

sebesar 5 persen bagi wajib pajak yang membayar pada periode tersebut. Sedangkan untuk 

keringanan pokok pajak untuk BBN-KB, diberikan keringanan sebesar 50 persen untuk pokok 

pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang 

membayar BBN-KB pada periode bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021.  

Adapun untuk pokok pajak BBN-KB, diberikan keringanan sebesar 50 persen untuk 

pokok pajak penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak 

yang membayar BBN-KB pada periode bulan Agustus 2021 sampai Desember 2021.  
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Mengenai penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat 

keterlambatan pembayaran pokok pajak diberikan kepada wajib pajak yang melakukan 

pembayaran PKB sebelum tahun pajak 2021 dan tahun pajak 2021. Untuk BBN-KB, khusus 

penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. 

 

Sumber Berita: 

1. www.oto.detik.com, Buruan, Bebas Denda Pajak Kendaraan Tinggal Beberapa Hari Lagi, 23 

Desember 2021. 

2. www.regional.kontan.co.id, Masih Berlaku, Diskon dan Penghapusan Denda Pajak DKI 

Jakarta, 24 Desember 2021. 

3. www.otomotif.kompas.com, Diskon dan Penghapusan Denda Pajak di DKI Jakarta Masih 

Berlaku, 24 Desember 2021. 

4. www.otomotif.bisnis.com, Hari ini Terakhir Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 

Jakarta! Cek Tempat Pembayarannya, 31 Desember 2021. 

 

 

Catatan:  

1. Pajak Daerah menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 

2021, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBN-KB menurut Pasal 1 

angka 3 Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021, adalah pajak atas 

penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan 

sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau 

pemasukan ke dalam badan usaha. 

3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB menurut Pasal 1 angka 6 

Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 

Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021, adalah pajak yang dipungut atas 

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. 

http://www.oto.detik.com/
http://www.regional.kontan.co.id/
http://www.otomotif.kompas.com/
http://www.otomotif.bisnis.com/
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4. Pembayaran menurut Pasal 1 angka 12.a Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 

2021, adalah Wajib Pajak menyetorkan kewajiban perpajakan daerah ke bank yang ditunjuk 

oleh Gubernur untuk menerima pembayaran Pajak Penerima dan/atau Wajib Pajak memberi 

kuasa kepada Bank Penerima untuk melakukan autodebet rekening Wajib Pajak sesuai 

nominal yang tercantum dalam sistem informasi manajemen Pajak. 

5. Berdasarkan Pasal 7A Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 2021, Gubernur 

memberikan keringanan sebesar 5% (lima persen) bagi Wajib Pajak yang melakukan 

Pembayaran pokok PKB Tahun Pajak 2021 pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 

6. Berdasarkan Pasal 12A ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal Tahun 

2021, Penghapusan sanksi administratif berupa bunga yang timbul akibat keterlambatan 

pembayaran pokok Pajak, diberikan kepada: b. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran 

pokok PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A dan Pasal 7A. 

 


